LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT

LD 35 2008

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT
NOMOR 20 TAHUN 2008
TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

Menimbang . a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 dan
Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587),
perlu ditetapkan Peraturan Daerah yang mengatur
tentang Keuangan dan Kekayaan Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.
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Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara
Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3489);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);
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Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005
tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4587);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun
2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan
Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun
2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun
2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2006-
2009 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 6);
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13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun

2006 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan
Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2008
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2006 tentang
Pedoman  Pembentukan  Peraturan  Daerah
(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 23);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun

2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Tahun 2008
Nomor 5);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14

Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2008
Nomor 27).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

Menetapkan

dan
BUPATI GARUT

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN

KEUANGAN DAN KEKAYAAN DESA.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Garut.
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2.

10.

11.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

Bupati adalah Bupati Garut.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat
setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan
dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah
lembaga vyang merupakan perwujudan demokrasi dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan desa.

Perangkat Desa adalah sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan
dan unsur kewilayahan.

Pelaksana Teknis Lapangan adalah kepala urusan yang mempunyai
tugas pokok membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan
wewenangnya di bidang pemerintahan, ekonomi dan pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan dan peningkatan kesejahteraan sosial,
ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dan pelayanan
umum.
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